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PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTAAG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAIL KOTA
PALANGIKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUAIl DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH KOTA PALANGHA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH'

TAHUN 2014
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WALIKOTA FALANGRA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALA NGIKA RAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang . a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan
investasi pemerintah daerah dalam berntuk
investasi langsur.g guna memperolen manfaat
ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan
pendanatan deerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

». bahwa sesuai dengan Pasal 795 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri” Nomor 21
Tahun 2011 tentaag Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pednmean Pergelolaan Keuangan
Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat gune meningkatkan kesejahteraan

* perlu penyertian modal;

c. bahwa sebagai tindek lanjut da:i Hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)
PT. Bank Pcmoangunan Kealimanian Tengah
tanggal 17 Mei 2013 menyatakin penambahan
pemenuhan penyetoran Modal secara
keseluruhan sampai dengan Tahun 2018;

d. bahwa terdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf 2, huraf b, dan huruf ¢
tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
tentang Penyertaan Modal pada Perservan
Terbatas Bank Pembangunan Darrah Kalimantan

Tengah,
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Mengingat

1.

Q\

(0))

Pasal 18 ayat (6) Undang-Urdanag Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun' 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 1965 'entang .
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya
(Lembaran Negara Republik [adonesia Tahun
1965- Nomor -8, Tambahen Lerabaran Negara
Republik Indonesia Nomoy 2753);

Undang-Undang Nomor 7 “‘ahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Taaun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesie Nomor 3472); sebagaimana telib
diubai dengun Undang-Undang Nomor 10 Tanhun .
1998 tentang Perutahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang P:rbankan
(Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun
1998 Nomeor 182. Tambahan J£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3790);

'l}ndang-Unde.-lg Nomor 23 Tahur. 1999 teniang

Bank Indones.a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal'un 1999 Nomor 66, Tambalian
Lembaran Negara Republik: Indonesia Ncmor
3R43); scbagaimana telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undeng Nomor 23
Tahun 1999 tentrng Bank Indonesia (bembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 7,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4357);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonzsia Nomor
42886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan llegara (Lerabaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor -5,
Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia
Nom. 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teniang
Pemeriksaan Pengelolasn dan Tanggungjawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Tehun 2004 Nomor 66, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 200, wotani

_Peraturan Pemenintah Nomor S8 Tanu
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Undang-Undang Nomor 40 ;
Perascraoi Terbainn (Lemmbaran tiegara Repub.iz

Indonesin lTahun 2007 NHomor 106, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nemof

4759);

Pembentukan Peruturan Prrundang-Uncangan
(Lembaran Negara chublik ‘ndonesia 2
2011 W~Nomor 82, Tambahan Lembaran [iEg2T2
Republik Indonesiz Nomor 32134y,

[~} T ',.....
rentang Pengelolaan Keuangan Daeran (lemoa
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncmer
140, Tambahan Lembaran Negara Repullx
Indonesia Nomor 4578), -
peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 20C%
teritang Pelaporan Keuangan dan ~inerja Insians:
pemerintah (-.embaran Negara Reputlik Indones:ia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noraor 1014);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
tentar.g Investasi Pemerintah (Leinbaran Negara
Tahun 2008 Nomor 14 Tamba.ran Lembaran
Negara Nomor 4812); .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 1 Tahun
1998 tentang Bentuk Hukurmn Ba1k Pembangunan

Dacrah;

~
200
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16. Peraturan Ment:vi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman peagelolaan Keuangati
Daerah scbagaimana telah diubah dengan
\ Peraturan Menteri Dulam Negara 21 Tahun 2011
tentang Perubal i iedun Atas Peraturan Memcrf.
Daiam _Negeri [7-mor 13 Tanun 20C5 tentany
Pedoman Pengclolarn Keuangan Dacrah;
|7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun
5014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Berita Negain Repubiik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32); :

. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pcdoman Pengelolaan  Investas:
Pemerintah Dacrah;

10 Peraturan Dacrah Iota Palangka Rayz Nomor

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokck Pengeiclaan

lieuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pzlzngka Raya Tahun 2010 Nemor 02, Tambahan

embaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02),

sebagaimana telah diubahh dengan Peraturan

Dacrah Kota Palangka Rays MNoen.or 13 Tahun

)11 tentang Perubahan Atas roreiuran Daeran
Kota Palangks Rava Normor 02 Tahun 20iC
tentang Pokok-Pokok Pcngelolann  Reuangan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Palangka Rzve
Talun 2011 Nomor 13);

20. Peraturan Dacrah Kota Palangka Raya Nomor G3
Tahun 20'0 tentang Penyertaan Modal "Daerah
pada Pihak Ketiga{Lembaran Daeraly Koto
Palangka Raya Tzhun 2010 Nomnor 33

Dengan Persetujuan Bersama
NEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAETAAKOTA PALANGKA RAYA
dan’
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUOKAN:
Menctapkan o PERATURAN DACRAM TENTANG PENYLERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TI.INGAH.

. BAB ]
' KETENTUAN UMUM
Pas=al 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yan3 dimaksud dengan:
| Daerah adalah Kota Palangka Raya.
> Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
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Wakil Walikota adalah Wakil Welikota Salangka Raya.

Dewan Perwakilan Rakya. Dacrah, vang sclanjutnya disebut DPRD,
adalnh  lembaga  perwakilan rakyat dacrah sebaga. Unsur
penyclenggaraan Pemerintah Dacrah.

Pemenntal '(ota adalah Walikota dan Perangkat Daerah scbagal
unsur pan: clenggnrean Pemerintahan Dacrah

Pemenntahan Kota adalah penyelenpgaraan urusarn Pemerintahan
Dacrah dan DPRD menurut asas ckonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi scluns-lunsnya dalam sistem dan prinsip
Negara Keasntuan Republik Indonesin acbngaimana dimaksud delan
Undang-Undang Dasar Negare. Kesatuan Republik Irdonesia Tahun
1945.

Keuangan Dacrah adalah semun hak can ewajiban dacrah daiam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat di nilai
dengan uang termasuk aidalamnya scgala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengun hak dan kewajiban dacrah tersebut.
Pengelolaan. Keuangan Daerah adalah kescluruhat kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausehean, pe.aporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuengan dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selsnjutnya disingkat
APBD adalah rancengan keuangan fahunan pemerintanan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintzh Dacrah
dengan DPRD dan ditetapkan dengan Pcraturan Dacrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selaniutnyu disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelnla keuangan daerah yeng
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunysai tugas
melaksanakan pengelolaan APAD dan bertindak sebagai vendahara
umum daerah. : ' ’

5T, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat

" PT. Bank Kalteng yeng selanjutnya disebut Bank Xalreng ddalan PT

13.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 'Tengah.

_Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekavaan

daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaon daerah yzng
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah
pada badan usaha atau badan hulqum lainiya. :
Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang beluni d pisahkan baik
berwujud uang maupun parang yang dapat dinilai dengan uang
seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga,
(asilitas dan hak-hak lainnya.

.Rapat Umum Pemegang Saham vang sclanjuinye disebut RUPS

adalah organisasi perseroan yang mewakili kepentingan selurub
pamegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank FKalteng yang
memilikd dan melaksanaksn semua  Kkewenangan  yang udak
diberikan kepada Direksi dar. Dewan Komisaris.

Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan vang akan
dibagikan kepada pemegang saham. -

Dipindai dengan CamScanner



BAE li
MAKSUD AN TUJUAN
Pasal 2
Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya adzlah
untuk: - '
| Memenuhi dari hasil RUPS PT. Bank Kalseng pade tanggal 15 Me
2010 menyatakan, jangka waktu pemenuhan mocdal setor olch

Pemegang Saham dari Rp. 15(.000.000,000,- (Seratus lima ptiuh v

milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000,- (Liraa ratus milyar
rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun scjak tahun 2010 a/d 2019.
5. Hasil RUPS PT. Bank Kalteng taaggal 17 Mei 2013 menyatakan
penambahan  peayctoran modz) olch pemegang saham danl
Rp.500.000.000.000,-(Lima  ratus milyar  1ugiah) menjadi
Rp.l.OO0.000.000.000,- (Satu trilyun rupiah) paling jzmbat san:pai
dengan bulan Juni 2018.
Mendapatkan manfaat ckonomi dar sosial untuk kescjahteraan
masyarakat.

(08

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah hota Palangka Faya pada FT.

Bank Kaiteng adalah untuk :

. Meningkatkan daya caing PT. Bank Kalteng gunra tnengantisipast
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional raupun global.

5> Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan per,gembangan
peroduk-produk Bank.

3. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka
turut membantu dan mendoreng perturnbunan pere konomian dan
pemerataan Pembangunan Dacrah. -

Pasal 4 ;
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
senyertaan modal Pemerintah Kota dilaksanakar berdasarkan prinsip-
prinsip transparan dan akuntabel.

BAB 1]
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
. Pava. D

/1) Penvertaar wnodal pemerintith Kuta Palangke Raye pada PT. Bank
Kalteng s;bagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (i} yang harus
dipenuhi sampai dengan ~ahun 2019 sebesar 2,70% dan
Rs.1.000.000.000.000,-  (satv trilyun rupiah) atau  sebesar
Rp.27.000.000.000.- (Dua puluh tujuh milyar rupiah).

[2) Penyertaan modal Pemerintah llota Palangka Raya dari Tahun 2005
sumpai dengan Tahun 2013 sejumlah Rp. 4.575.606.690,- (Empat
milyar lima ratus tujuai puluh }_imaﬁjgtg,enam_mtusﬁ_gna@
ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). ==
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Demerinitan Kota

3y Sisa penyertannh modanl yang menyadi tangaangan
palangka Raya schagaimana ditctapkan pada #yat (1) sebesar
2p.22.424.593 210,- (Dun puluh Jua milyar empat ratJs dua pulun
(ua sembilan puluh tiga “ihu tipe ratus sepuluh
ikan jado Tahun 20 ‘4 sampal dengan
n Dacra'y tentang APEBD

crpat jut tipn e
rupiah) yang akan direalisas
Talwun 2018 ditctapkan miclulal Peratura
setiap Tahun Anggaran.

(4) Sisa scbagaimana dimaksud
Pemerintah Kota Palangka Raya yaag
A Tahun 2014 sebesar Rp.1.500.00.000,-

juta rupiah).

Taliun 2015 scbesar Rp.5.124.3 3.310,- (Limia milyar scratds

dua puluh empat juta tira ratus scmbilan pulnh tiga ribu tiflic

ratus sepuluh rupisn).

Tahun 2016 scbesar Rp.5.200.000.000.- (Limu milyar dua rais

juta supiah).
2017 scbesar Rp.S.SO0.000.00C.- (Lima srilyar uga ratls

ayat (%) besarnya nenyeriean modal
akan d: bayar ;:bagal berikut:
(Satu rn lyar lima ratus

s

J

-

d. Tahun 2017
juta rupiah).
¢. Tahun 2018 scbesar Rp.5.300.000.00C,- (Lima milyar tiga ratus
juta rupiah). ’
v
BAB IV
HASH, USAH/
Pasal 6

Bagi hasil ¢ sha/laba menjadi pendapatan dacrah vyang langsung
disetorkan e Kas daerah dan dialokasikan c¢alam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah. .

BABV
PENGAWASAN
Pasal 7
(1) Walikota melakukan pembinaan
dibantu oleh PPKD.
(2) DPRD dapat memin
kepada Pemerintah  Kota Palangka

Pembangunan Kalteng.

terhadap penyerian model

ta pe:yjelasan perkembangan penyertaan modal

Reya dan PT. Bank

-

BAB VI
PENA’I‘AUSAHM\N DAN PE;RTANGGUNGJ:\WABAN
! Pasal B

penatausahaan dan pcrLanggungjawaban pengelolaan penycriaan
modal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

nerdasarkan Ketentuan pemndang-undangtm.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
taran Daerah ini mulai berlaku pada tangzal drundangkari.

-

v setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan  pengu gundangan
aturan Daerah ini dengan-penempatennya dalam Lembaran Dacrah

Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka i2aya
ada tanggal 15 J 11 207

lJKOTAPALAWlKARAY&
A/

S ")K7

,f~*-~~\\\[

H. I1. RIBAN SATIA

D;;m: angk an di Pa]anﬂka Raya
Paca tanggal 15 Je1i i
Pit SEXKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

r. HANDARANI /

- DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMCR 5

aaaaaaaaaa CamScanner




